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MOTTO

Bayarlah pajak sejak dini agar anak cucu kita kelak tidak menuduh bahwa kita telah
hidup tadak berguna.

Benita Pajak
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RINGKASAN

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
SEWA KOMPUTER DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJUNG GAYASAN JEMBER, ERWIN SATRIYO. R, 010903101099,
2006, 35 HLM.

Cara kerja yang cepat dan tepat dalam bekerja atau dalam suatu manajemen
perusahaan sangat dibutuhkan guna menghemat waktu dan biaya, digunakan alat-
alat pendukung dengan teknologi tinggi seperti komputer yang memiliki
kemampuan dalam mengolah data yang cepat serta menyimpannya. Tujuan dari
penelitian perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung
Gayasan Jember khususnya pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan
pajak penghasilan Pasa 23 atas sewa komputer yang dilakukan perusahaan sebagai
pemungut PPh.

Penelitian ini untuk memperoleh pengalaman secara langsung mengenai
pelaksanaan kegiatan perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Kebun Ajung Gayasan Jember serta dapat bermanfaat untuk menambah
pengetahuan tentang tata cara pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak
penghasilan pasal 23 atas sewa komputer pada PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember.

Kegiatan praktek kerja nyata dilaksanakan pada PT. Perkebunan Nusantara
X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember yang beralamatkan di JI. MH. Thamrin
No. 143 Ajung Gayasan Jember. Bertempat di seksi pengadaan barang bagian
asuransi dan perpajakan yang dimulai tanggal 6 September 2004 sampai dengan 5
Oktober 2004 dilaksanakan dengan surat tugas no. 2811/J25.1.2/PP.9/2004.

Pelaksanaan praktek kerja nyata dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban
perpajakan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) khususnya
PPh Pasal 23 atas sewa komputer sudah berjalan dengan baik dan tertib sesuai
dengan undang-undang no. 17 tahun 2000 dan sesuai dengan keputusan Direktorat
Jendral Pajak No. Kap. 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi yang sarat dengan perubahan mendasar dan berjalan
dengan cepat diharapkan agar pembangunan yang berlangsung dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun material. Untuk
merealisasikan semua itu perlu diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.
Salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak.

Pajak adalah penerimaan negara yang mempunyai arti sangat penting
karena selain untuk pembiayaan pembangunan juga masih banyak fungsi dari
pajak itu sendiri. Pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya
yang relatif stabil dan dari sektor pajak tersebut diharapkan partisipasi aktif
masyarakat dalam keikutsertaannya membiayai pembangunan, karena itu fungsi
pajak adalah sebagai sumber keuangan negara untuk membiayai segala
pengeluarannya. Pajak mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai
sumber keuangan negara, yaitu fungsi mengatur dan melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Regulerend) dilihat dari besarnya
kontribusi keberadaan pajak yang mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan
negara yang berasal dari pemerintah dalam negeri itu dapat kita lihat dalam
Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) pada setiap tahunnya.

APBN tahun 2002 rencana pemerintah yang berasal dari pajak adalah
sebesar 184.646,0 miliar / 61,2% dari total rencana penerimaan Anggaran
Penerimaan dan Belanja Negara yang berjumlah sebesar 301.874,3 miliar.
Adapun rencana penerimaan Pajak Penghasilan dari migas dan non migas sebesar
56,6% dari total rencana penerimaan pajak di atas. Pajak merupakan pemasok
dana yang paling utama di dalam pembangunan nasional, sehingga pemerintah
terus berusaha untuk meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai jenis pajak
yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional di
kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Departemen Keuangan. Pajak
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penghasilan ini dikenakan terhadap subyek pajak yang menerima atau
memperoleh penghasil dalam suatu tahun pajak yang mana dasar hukum dan
petunjuk pemotongan telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 17
tahun 2000.

Era globalisasi yang sarat dengan perubahan yang mendasar dan
perubahan yang cepat menuntut perusahaan-perusahaan baik yang berskala kecil,
menengah maupun berskala besar untuk terus mengikuti perkembangan tersebut
agar tidak tertinggal dengan yang lainnya. Setiap perubahan jika dapat
menyingkapi dan memanfaatkan dengan baik akan membawa kemajuan. Cara
kerja yang cepat dan tepat dalam bekerja atau dalam suatu manajemen
perusahaan sangat dibutuhkan guna menghemat waktu dan biaya. Penambahan
tersebut dengan digunakan alat-alat pendukung dengan teknologi seperti
komputer yang memiliki kemampuan mengolah data dan menyimpannya. PT.
Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah suatu
Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengolahan tembakau
dengan tenaga kerja sekitar 500 orang. Tembakau olahan ini kemudian akan
diperjual belikan melalui kegiatan ekspor selain itu kegiatan imporpun dilakukan
oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk memenuhi kebutuhannya
dalam berproduksi. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah perusahaan
dengan skala yang cukup besar maka sudah selayaknyalah untuk mengikuti
setiap perkembangan yang terjadi agar tidak mengalami kemunduran dalam
usahanya antara lain efisiensi dan efektifitas dalam setiap kegiatan. Komputer
menjawab semua pernyataan tersebut karena dengan menggunakan komputer
sebagai alat pembantu pergerakan usahanya efisiensi dan efektifitas tersebut
dapat dicapai. Komputer itu digunakan untuk menunjang sistem manajemen dan
akuntansi perusahaan misal penyimpanan data penjualan, pembelian bahan
produksi dan lain-lain.
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1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

a. Mengetahui dan memperoleh gambaran secara riil tentang kewajiban
perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong
Gayasan Jember khususnya pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan
pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer yang
dilakukan perusahaan sebagai pemungut PPh.

b. Mempraktekkan ilmu perpajakan yang telah didapatkan di bangku
kuliah selama i dengan keadaan nyata di lapangan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata
Adapun kegunaan dari Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember ini adalah untuk :
a. Memperoleh pengalaman secara langsung mengenai pelaksanaan
kegiatan perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
‘ Kebun Ajong Gayasan Jember.
| b. Menambah pengetahuan tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan
pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer pada
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
c. Tambahan referensi bagi perpustakaan Universitas Jember khususnya
yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa
komputer di kopkar kerta Negara.

1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata
Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) Kebon Ajong Gayasan Jember yang beralamatkan
di Jl. M.H. Thamrin No. 143 Ajung Gayasan Jember. Bertempat diseksi
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pengadaan barang bagian asuransi dan perpajakan, melaksanakan Praktek
Kerja Nyata sesuai dengan waktu yang ditentukan.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagimana yang telah
ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong
Gayasan Jember dimulai pada tanggal 6 September 2004 sampai dengan
5 Oktober 2004. Adapun jam kerja yang dilaksanakan adalah sebagai
berikut :
a. Hari Senin sampai dengan Kamis jam 07.00 — 14.00
b. Hari Jum’at mulai jam 07.00 — 11.00.
c¢. Hari Sabtu mulai jam 07.00 — 12.00.
d. Hari Minggu libur

1.4 Perpajakan
a. Pengertian Perpajakan secara umum
Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2004:1) Pajak adalah :
“luran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat kontrapretasi yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki
unsur-unsur sebagai berikut :
1) Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanya
Negara yang mana iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3) Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari Negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan

adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
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4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yakni pengeluaraan

yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 (dalam Mardiasmo, 2004:1)

Ketentuan dalam pasal 23 Undang-undang PPh mengatur pemotongzan
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negezri
dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jassa,
atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimaina
dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badzan
pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentwk
suaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23
Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan
penghasilan (Mardiasmo, 2003:187), yang terdiri atas :

1) Badan pemerintah

2) Subyek pajak badan dalam negeri

3) Penyelenggaran kegiatan

4) Bentuk Usaha Tetap

5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

6) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat
penunjukkan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPPh
pasal 23 yang meliputi :

a) Akuntan, Arsitek, Dokter, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara dan Konsultan yamg
melakukan pekerjaan bebas

b) Orang pribadi yang menjalankan usaha menyelenggarakan pembukuan

. Pemotongan PPh pasal 23

Pemotongan PPh pasal 23 (Mardiasmo, 2003:188) adalah wajib pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh
penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaira
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kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21.

Obyek pemotongan PPh pasal 23

Obyek pemotongan PPh pasal 23 menurut Mardiasmo (2003:188)
adalah :

1) Deviden

2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian hutang

3) Roylti

4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

5) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

7) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Pengecualian obyek pemotongan PPh pasal 23
Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 menurut
Mardiasmo (2003:188) adalah :

1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank

2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha
dengan hak opsi

3) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi
sejenis, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia

4) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana

5) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal join venture
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atan kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut :
a) Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menkeu

b) Sahamnya tidak diperdagangkan bursa efek di Indonesia

6) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya
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g. Dasar dan tarif pemotongan PPh pasal 23

Adapun dasar dan tarif pemotongan PPh pasal 23 (Mardiasmo,
2003:190) adalah :

1) Dari perkiraan penghasilan bruto dengan tarif 15% atas penghasilan
berupa :
a) Deviden
b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
Jaminan pengembalian hutang
¢) Royalti
d) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
2) Dari perkiraan penghasilan netto dengan tarif 15% atas penghasilan
berupa :
a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong
pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang KUP
(Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan) menyebutkan bahwa surat
setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang tertuang ke kas Negara melalui
kantor pos atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Mentri Keuangan.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut pasal 1 Undang-undang No 16 tahun 2000 tentang KUP
menyebtukan bahwa pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Obyek

pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. SPT menurut Undang-undang No. 16 tahun 2000
dibedakan menjadi dua yaitu :
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1) SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak
2) SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau
bagian tahun pajak
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II. GAMBARAN UMUM
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan
PT. Perkebunan Nusantara X adalah salah satu BUMN (Persero) berarti
modal yang dimiliki adalah gabungan antara swasta dengan pemerintah secara
otomatis PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah lembaga negara yang
ditunjuk sebagai pemungut pajak termasuk PPh dinyatakan dalam Undang-
Undang Pajak Penghasilan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong
Gayasan Jember ddirikan dan dikuasai oleh bangsa Indonesia yang merupakan
warisan peninggalan dari penjajah Belanda yang banyak membawa manfaat bagi
bangsa Indonesia. Sebelum dikuasai bangsa Indonesia nmama dan bentuk
perusahaan berbeda-beda berikut ini adalah sejarah singkat dan nama-nama

sebelum PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) :

a. Masa Pra Nasionalisasi (Sebelum Kemerdekaan) merupakan Ordeneming

milik Belanda antara lain :

1) Pada mulanya tembakau Besuki Naoogst diusahakan oleh petani di lahan
tegalan atas perintah Belanda disana didirikan perkebunan tembakau Land
Bbouw Maatschapp Oud Djember (LMOD) setelah itu berganti nama.

2) Land Bouw Maaksschappy Soekowono (LSM) terakhir diganti nama,
Besuki Tabak Maatschapy (BTM).

b. Setelah masa kemerdekaan diubah secara berurutan menjadi :

1) Pada tahun 1957 dengan nama PPN (Perusahaan Perkebunan Negara)
melalui SK Menteri Pertanian Republik Indonesia 229/UM/57/tanggal 10
Desember 1957, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, sekitar tahun
1959 diubah lagi menjadi,

2) PRAE tembakau, nama inipun tidak berjalan lama karena 3 tahun
kemudian, tahun 1961 diubah lagi dengan nama,

10
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Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan IX (PPN Kesatuan IX)
perubahan ini didasari dengan Peraturan Pemerintah No. 173 tahun 1961
tanggal 26 April 1961. Setelah berjalan kurang lebih 3 tahun nama PPN
Kesatuan IX dipecah dengan alasan untuk efisiensi perusahaan. Adapun
nama-nama beru tersebut adalah :

Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki V dan Perusahaan
Perkebunan Tembakau Negara Besuki VI pada tahun 1968 melalui
Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 1968 tanggal 14 April 1968 dan
diubah lagi menjadi,

Perusahaan Negara Perkebunan XXIV, setelah itu nama perusahaan
diubah lagi dengan nama,
Perusahaan Negara Perkebunan XXVII dengan PP No. 14 tahun 1972

tanggal 22 Februari 1972. Pada masa inilah perusahaan negara mendapat
keuntungan yang cukup besar dan perusahaanpun maju dalam segala hal
baik manajemen maupun keuangan, akan tetapi hal ini tidak berjalan lama
beberapa tahun kemudian Perusahaan Negara Perkebunan XXVII
mengalami kemrosotan tajam hal tersebut disebabkan antara lain oleh
tidak efisiensinya tenaga kerja yang jumlahnya terlalu banyak oleh sebab
itu pihak perusahaan melakukan perampingan jumlah tenaga kerja kurang
lebih 1000 orang tenaga kerja yang di PHK. Nama-nama dan manajemen
diubah dengan nama PT. Perkebunan Nusantara XXVIL

Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 PT. Perkebunan Nusantara
XXVII  (Persero) mengadakan kontrak manajemen  dengan
PT. Perkebunan Nusantara XXI (Persero) sekaligus sebagai Dewan
Komisaris dan Direksi PT. PN XXVII (Persero) yang berkedudukan di
Surabaya. Sedangkan yang berada di perkebunan sebagai pemimpin
puncak PT. Perkebunan Nusantara XXVII dijabat oleh seorang Direksi.
Selanjutnya tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 PT. PN (Persero)
XXVII bergabung dengan PT. PN kelompok Jawa Tengah yang terdiri
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dari PT. PN XV, XVI, XIX, XXI-XXII dan XXVII, Komisaris dan
Direksi PT. PN XXI-XXVII Jember dipimpin oleh kuasa Direksi yang
berkedudukan di Jember.
Berdasarkan PP No. 15 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 dilakukan
restrukturisasi dan perampingan nama BUMN, maka terjadilah peleburan
antara PT. PN XIX, XXI-XXII dan XXVII menjadi PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang berkantor
pusat di Surabaya, Jawa Timur dengan Akta Pendirian No. 43 tanggal 11
Maret 1996 yang dibuat di hadapan notaris di Jakarta. Dan sejak tahun
1996 tepatnya tanggal 20 Juni 1996 PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dikukuhkan sebagai PKP.
Riwayat terbentuknya Perusahaan (Perseroan) PT. Perkebunan

Nusantara X mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

a)

b)

UU No. 86/1958 tanggal 27 Desember 1958 dan UU No. 162/1958 jo PP
No. 04/1959. Tentang UU nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik
Belanda yang berada di pihak Republik Indonesia, penentuan Perusahaan
Pertanian/Perkebunan Tembakau milik Belanda yang dikenakan
nasionalisasi.

PP No. 173/1961 dan No. 198/1961 tentang pembentukan Perusahaan
Perkebunan Tembakau Negara Kesatuan Jatim [X (PPN baru Jatim IX).
PP No. 30/1963 tanggal 25 Mei 1963, Lembar Negara No. 51/1863 PP
tentang Pembentukan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI (PPN
baru V dan VI).

PP No. 14/1968 Lembar Negara No. 23/1968 PP tentang pendirian/
pembentukan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VL

PP No. 07/1972 tanggal 2 Februari 1972 PP tentang Perkebunan
Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perkebunan XX VII.

PP no. 15/1996 tanggal 14 Februari 1996 PP tentang Perkebunan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIX perusahaan
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2.3
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perseroan (persero) XXI-XXII dan perusahaan perseroan (persero)
PT. Perkebunan XXVII menjadi perseroan (persero) PT. Perkebunan
Nusantara X.

g) Akta No. 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan
Harun Kamil Notaris di Jakarta tentang akta pendirian PT. Perkebunan
Nusantara X.

Sejarah Penggunaan Komputer

Pada awal tahun 1999 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) memiliki
program peningkatan sarana produksi dan perbaikan sistem manajemen
mengingat perkembangan perusahaan dan aktivitas perusahaan yang semakin
pesat. Berkaitan dengan hal tersebut maka perusahaan menyewa komputer untuk
memperlancar aktivitas dan demi tercapainya tujuan perusahaan. Transaksi sewa
menyewa ini dijalin dengan Koperasi Karyawan Kertanegara. PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) menyewa sebanyak dua unit komputer dengan harga sewa
unit Rp. 150.000, pada tanggal 10 Februari 1999. Perkembangan yang semakin
pesat terus dialami oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sehingga
menuntut perusahaan untuk menambah sarana komputernya, tepatnya pada
tanggal 20 Agustus 2000 perusahaan menambah sewa komputernya sebanyak 5
unit dengan nilai sewa sebesar Rp. 200.000 per unit. Namun jumlah ini tidak
bertahan lama karena pada tanggal 11 Februari 2002 perusahaan menambah
jumlah komputer sebanyak delapan unit dengan nilai sewa sebesar Rp. 250.000

per unit hingga sekarang.

Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah gambaran umum secara skematis tentang
hubungan kerja sama dari orang-orang yang terdapat pada organisasi dalam

rangka mencapai suatu tujuan (struktur terlampir). Fungsi organisasi dalam suatu

perusahaan meliputi penentuan kegiatan-kegiatan dan penentuan tanggung jawab
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serta pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan mempertanggung
jawabkan kegiatan tersebut.

Agar aktivitas operasional suatu perusahaan berjalan lancar, maka perlu
adanya orgnisasi yang baik, struktur organisasi sangat penting artinya dalam
perusahaan terutama untuk menggambarkan tugas dari wewenang dan tanggung
jawab serta kerjasama diantara sesama karyawan dan menjadi pedoman dengan
menjalin hubungan kerja yang harmonis serta keakraban diantara perusahaan

secara skematis, struktur organisasi pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Kebun Ajong Gayasan Jember adalah sebagai berikut :
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2.4 Uraian Tugas
Bagan struktur yang ada, masing-masing bagian/seksi mempunyai tugas
tersendiri antara lain :
a. Administratur
1) Sebagai pimpinan tertinggi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Kebun Ajong Gayasan Jember yang bertanggung jawab penuh atas
jalannya operasi kebun dan pabrik.
2) Untuk bidang tanah dan produksi (pabrik) bertugas merencanakan dan
mengawasi pertanaman di semua kebun.
3) Melaporkan semua hasil produksi sesuai dengan Rencana Anggaran
Belanja Tahunan (RABT) dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
4) Mengawasi dan bertanggung jawab atas Ready Stock barang di gudang.
5) Mengawasi jalannya operasi pabrik untuk mencegah terjadinya
kemacetan.
6) Untuk bidang administrasi yaitu menyelenggarakan seluruh administrasi
perkebunan.
| 7) Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil dari
perkebunan.
| 8) Melaporkan keaadan umum perkebunan.
: 9) Untuk bidang keuangan yaitu merencanakan kebutuhan modal kerja untuk
setiap tahun.
10) Menyusun dan merencanakan RABT.
b. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum
1) Menyusun RABT untuk pabrik
2) Mengolah administrasi pajak
3) Membuat rencana kerja bulanan pabrik
4) Menggunakan biaya tenaga kerja secara efektif dan efisien

5) Mengontrol tugas-tugas karyawan yang di bawahnya
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6) Mengusulkan kepada administratur untuk menyempurnakan pekerjaan,
mengangkat karyawan, kenaikan pangkat dan mutasi karyawan

. Bagian Anggaran dan Pengendalian Biaya

1) Menyelenggarakan administrasi demi kelancaran perusahaan

2) Melayani dan mengerjakan semua administrasi perusahaan

3) Merangkum semua RABT yang diketahui administratur dan dikirim ke
kantor direksi Surabaya

4) Membuat dan merangkum permohonan modal kerja dan dikirim ke
direksi untuk memperoleh modal kerja

5) Membuat konsep laporan bulanan pimpinan

6) Membuat laporan bulanan dan tahunan hasil produksi

7) Membuat daftar inventaris perusahaan

8) Mengatur keluar masuknya barang di gudang

9) Mengatur keluar masuknya uang

10) Mengerjalan kupon-kupon bayaran karyawan

11)Menyusun dan membuat pertanggung jawaban keuangan untuk
diserahkan ke kantor direksi di Surabaya

. Bagian Akuntansi

1) Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan

2) Membuat pengajuan modal kerja

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan bidang administrasi dan keuangan

4) Menangani masalah yang berhubungan dengan keluar masuknya keuangan
perusahaan

5) Melaksanakan pembukuan

6) Membantu menghitung pembayaran gaji dan potongan gaji karyawan

7) Membantu menyusun laporan manajemen perusahaan

8) Membuat daftar piutang dan daftar potongan gaji karyawan
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¢. Bagian Sumber Daya Manusia
1) Membantu bagian anggaran dan pengendalian biaya untuk menyelesaikan
tugas-tugas bidang umum dan personalia
2) Menghitung biaya perjalanan dinas karyawan, baik di dalam ataupun di
luar kota/daerah
3) Mengawasi pekerjaan, pemeliharaan inventaris perusahaan
4) Menggaji karyawan, karyawan bulanan dan karyawan harian tetap
f. Bagian Teknik
1) Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah karyawan
2) Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaraan dan mesin-mesin
pabrik
3) Mengajukan biaya perawatan kepada bagian akuntansi dan umum
g. Bagian Pengadaan
1) Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
2) Mengawasi dan bertanggung jawab atas stock barang di gudang
3) Membuat dan mengajukan Daftar Permintaan Uang (DPU)
4) Membuat permintaan barang lokal
5) Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Psl. 21, PPN Masukan, Pajak
Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
6) Melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan
Pajak

2.5 Tenaga Kerja

Tenaga kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung
Gayasan Jember yang berjumlah sekitar 394 karyawan dibedakan berdasarkan
golongan-golongan yatu golongan I, II, Il dan IV. Selain golongan tersebut
terdapat karyawan kontrak dengan waktu tertentu disebut KKWT yaitu Kontrak
Waktu Tertentu. Karyawan dalam hal ini hanya dikontrak dalam jangka waktu
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| yang telah ditentukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung
‘ Gayasan Jember. Penggolongan tersebut sebagai berikut :
Tabel 1. Jenis Pegawai di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun

Ajung Gayasan Jember
No Jenis Pegawai Jumlah
1 Golongan III dan IV 34 orang
2 | Golongan I dan II 234 orang
3 | KKWT (Kontrak Kerja Waktu Tertentu) 131 orang
Jumlah 394 orang

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember

2.6 Jadwal Kerja
Untuk meningkatkan produktivitas dari perkebunan dan penggunaan
karyawan secara efektif dan efisien di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Kebun Ajung Gayasan Jember menerapkan jam kerja resmi yaitu 8 (delapan) jam
i kerja sehari kecuali pada hari Sabtu. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang
i biasa melebihi jam kerja resmi yang telah ditetapkan. Rincian jam kerja
§ karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember
! sebagai berikut :
; Tabel 2. Jadwal Kerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Kebun Ajung Gayasan Jember

Hari Jam Kerja
Karyawan Tata Usaha Karyawan Kebun
Senin — Jum’at 07.00 - 15.00 07.00 - 16.00
Khusus Sabtu 17.00-12.00 07.00 - 13.00
Istirahat 11.30-12.30 11.30-12.30
Minggu Libur Libur

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X

(Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember
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2.7 Sistem Penggajian
Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan

menurut tingkat atau jenis pekerjaannya. Karyawan PT. Perkebunan Nusantar: X

(Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember menerima besarnya gaji pobk

ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sistem pembayaan

gaji yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajng

Gayasan Jember adalah sebagai berikut :

a. Gaji karyawan untuk golongan IA sampai dengan IID dibayarkan se@ap
bulannya pada tanggal 27 di Kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Perseo)
Kebun Ajung Gayasan Jember.

b. Gaji untuk karyawan golongan IIA sampai dengan IVB terdapat perbedan
yaitu daftar gaji untuk golongan ini dibuat oleh kantor Direksi Surabaa,
sedangkan tanggal pembayaran tetap sama yaitu tanggal 27.

c. Gaji untuk karyawan kontrak/karyawan Kerja Waktu Tertentu (KKVT)
diberikan oleh pihak Direksi sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR)
sebesar Rp. 10.500 per hari.
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III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang
harus dilakukan oleh mahasiswa Diploma III Perpajakan guna memenuhi tugas
akhir serta merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya
(AMd) Perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk menerapkan
ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama berada di bangku kuliah
dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung
dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah
mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan. Praktek Kerja Nyata ini
penulis lakukan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan
Jember di bagian pengadaan barang. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu mulai dari tanggal 6 September 2004
sampai dengan 6 Oktober 2004. Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
penulis banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung
tentang tata cara perpajakan yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Kebun Ajung Gayasan Jember khususnya mengenai Pajak Penghasilan pasal 23
sesuai dengan laporan yang disusun penulis yang berjudul “Tata Cara

Pemotongan Pajak Penghasila (PPh) Pasal 23 Atas Sewa Komputer di PT.

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember”.
Sebelum melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis
mengadakan beberapa tahapan yaitu :
a. Mengikuti pembekalan yang diadakan oleh Ketua Jurusan Program Studi
Diploma III Perpajakan, yang nantinya akan diberikan pengarahan mengenai
prosedur pelaksanaan kegiatan PKN.

e *“‘” v*iw
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b. Melakukan surve ke kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun
Ajung Gayasan Jember dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi
sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan.

c. Menyrahkan surat pengantar atau surat ijin dari bagian akademik Fakultas
[lmu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember sebagai sarana permohonan
kesediaan untuk dijadikan tempat Praktek Kerja Nyata dan kemudian
menunggu surat balasan dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun
Ajung Gayasan Jember (lihat lampiran 1).

d. Setelah menerima surat balasan penulis menyerahkan surat tersebut ke bagian
akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (lihat
lampiran 2).

e. Bagian akademik akan menunjuk salah satu dosen untuk dijadikan superisor
yang bertugas mengantar mahasiswa ke tempat Praktek Kerja Nyata di
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember bagian
Pengadaan Barang.

f.  Menyampaikan surat tugas kepada instansi yang bersangkutan dan setelah itu
penulis langsung melakukan Praktek Kerja Nyata (lihat lampiran 3).

Adapun pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan jam
kerja yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan yaitu :

Senin — Jum’at  : 07.00 - 15.00 WIB

Sabtu :07.00 - 13.00 WIB

Istirahat :11.30-12.30 WIB
Kegiatan penulis selama PKN di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun

Ajung Gayasan Jember dapat penulis uraikan sebagai berikut :
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Tabel 3. Daftar Kegiatan Selama PKN

Minggu

Kegiatan

Minggu |

. Penempatan PKN di bagian Pengadaan Barang
. Pengenalan dengan Kepala dan Staf Pengadaan Barang di

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

. Mempelajari pelaksanaan perpajakan yang ada di PT.

Perkebunan Nusantara X (Persero)

Minggu 11

. Menghitung jumlah penerimaan barang yang masuk
. Menyusun arsip PPH dan PPN tahun 2003
. Menyusun formulir 17721-A1 atas SPT-Tahunan pasal 21

pegawa tetap tahun 2003

. Menemani Dosen Supervisi bertemu dengan Kepala Staf

Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepala Staf Bagian
Pengadaan

. Memasukkan OBL (Order Bali Langsung) dalam

pembukuan

. Ke kantor SDM untuk menanyakan struktur organisasi dan

sejarah singkat perusahaan

Minggu II1

. Ke kantor KPP untuk melaporkan SPT-Tahunan Badan dan

Orang Pribadi tahun 2003

. Membuat laporan mingguan dan bulanan untuk pengadaan

barang

. Wawancara dengan staf pengadaan barang bagian

perpajakan tentang pelaksanaan PPh pasal 23

. Wawancara dengan staf bagian SDM mengenai prosedur

sewa komputer dan mencari data yang berkaitan dengan

sewa komputer
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. Mencari data Daftar Permintaan Uang (DPU) untuk

pembayaran pajak dan sewa komputer

. Melaporkan SPT Masa PPh pasal 23 bulan Maret 2004 ke

kantor KPP

. Survey lapangan bersama Kepala Bagian Pengadaan

Barang ke gudang Tembakau TBN-1 dan TBN III

Minggu IV

. Mencatat penghitungan pembelian barang ke dalam

himpunan pengadaan material

. Mencatat OBL dengan menggunakan komputer
. Survey lapangan bersama Kepala Bagian Penagdaan

Barang ke gudang Tembakau TBN-V dan TBN-VI

. Wawancara dengan staf bagian AK & U mengenai

pembayaran sewa tanah kepada petani

. Mencatat dan menghitung jumlah penerimaan barang

Minggu V

. Mengumpulkan data-data yang diperlukan seabgai bahan

penyusunan laporan PKN

. Mencatat dan menghitung jumlah penerimaan barang
3. Meminta surat keterangan selesai magang di bagian SDM
. Perpisahan

3.1.1 Sistem Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo,

2004:1). Pajak mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan

nasional, karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi

negara. Apabila pendapatan negara dari sektor pajak meningkat maka



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

25

pembangunan nasional dapat tercapat. PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember merupakan Badan Usaha Milik
Negara yang bergerak dalam bidang Perkebunan tembakau dan telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan nomor NPWP
1.061.130.9.626.004. Kewajiban untuk membayar pajak yang terutang
kepada negara. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia
yaitu Self Assesment System maka PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Kebun Ajung Gayasan Jember diberi wewenang untuk menentukan
sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga pihak perusahaan berperan
aktif dalam perhitungan pajaknya. Mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tidak boleh ikut
campur hanya bisa mengawasi.

Pajak yang harus dibayar oleh PT. Perkebunan Nusantara X antara
lain PPh pasal 21 atas pegawai tetap, PPh pasal 23 atas sewa komputer,
PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan, jasa kontruksi
pemasangan instalasi penangkal petir, PPN masukan atas pengadaan
barang dan jasa. Pengusaha Kena Pajak PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) berkewajiban untuk :

a. Menyetor pajak yang telah dipotong/dipungut ke Bank Persepsi atau
Kantor Pos dan Giro

b. Melaporkan hasil pemotongan dan pemungutan ke Kantor Pelayanan
Pajak

¢. Membuat laporan SPT Tahunan wajib pajak badan

3.1.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Undang-undang No. 17 tahun 2000 ayat (1), tentang Pajak
Penghasilan Pasal 23. “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh

badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara
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kegiatan, Bentuk Usaha Teap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar
negeri kepada wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap,
dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

1) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

a) Deviden sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g,

b) Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f,

c) Royalti,

d) Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1)
huruf e.

2) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat
final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

3) Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto
atas :

a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta,

b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, dan jasa selain jasa yang dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21”.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ/2002,
tentang jenis pajak dan perkiraan penghasilan netto sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c.

3.1.3 Pelaksanaan Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23
Sebelum melaksanakan pemotongan, pembayaran dan pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) setiap
bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengambil formulir yang

diperlukan dalam membuat laporan yaitu :
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a. Formulir SPT Masa PPh pasal 23
b. Formulir Bukti Pemotongan PPh pasal 23
c. Formulir SSP

1) Pemotongan

Sebelum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23
atas sewa komputer, terlebih dahulu PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) menyetujui surat perjanjian yang dibuat dan telah disepakati
bersama antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung
Gayasan Jember dengan Koperasi Karyawan Kartanegara CBU Kebun
Ajung Gayasan Jember (lihat lampiran 7). Pemotongan Pajak
Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer tersebut dilakukan dengan
Undang-undang No. 10 tahun 1994 sebagaimana terakhir diubah
dengan UU No. 17 tahun 2000.

Pada saat melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas
sewa komputer, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung
Gayasan Jember selaku pemotong pajak, wajib membuat bukti
pemotongan rangkap 3 (lihat lampiran 8) yaitu :

a) Lembar 1 : Untuk wajib pajak yaitu Kopkar Kartanegara CBU
Kebun Ajung Gayasan Jember. Lembar ini
digunakan sebagai bukti bahwa Kopkar Kartanegara
selaku wajib pajak telah dipotong PPh pasal 23.

b) Lembar2: Untuk Kantor Pelayanan Pajak. Lembar ini
merupakan lampiran yang nanti harus disertakan
dalam SPT Masa PPh pasal 23 atas sewa komputer

c) Lember3: Untuk pemotong pajak yaitu PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan
Jember. Lembar ini digunakan sebagai bukti bahwa
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku
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pemotong pajak telah memenuhi kewajibannya
sesuai dengan pasal 23 UU PPh.
2) Pembayaran atau Penyetoran
Pembayaran atau penyetoran dilakukan oleh staf pengadaan
bagian perpajakan dengan membuat Daftar Permintaan Uang (DPU)
untuk meminta sejumlah vang seperti yang tertera di dalam Surat
Setoran Pajak (lihat lampiran 10) yang telah disetujui oleh
Administratur PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Setelah
semuanya selesai maka staf Pengadaan Barang bagian perpajakan
membayar atau menyetor ke KPKN via Bank Mandiri dengan
membawa SSP rangkap lima yaitu :
a) Lembar 1 : untuk arsip wajib pajak
b) Lembar 2 : untuk KPP melalui KPKN
¢) Lembar 3 : untuk dilaporkan wajib pajak ke KKP
d) Lembar 4 : untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
e) Lembar 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain
Adapun contoh pengisian lembar SSP untuk PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember adalah :

a) NPWP : 01-061-130-9-626-004

b) Nama wajib pajak : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
¢) Alamat wajib pajak : JI. MH. Thamrin 143 Jember

d) Kode jenis pajak 0114

e) Kode jenis setora : 100

Pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23
dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah
bulan saat terutangnya pajak. Dalam hal pembayara atau penyetoran
jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau
penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap

keterlambatan di dalam pembayaran atau penyetoran akan dikenakan
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sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan yang dihitung
sejak jatuh tempo.
Pelaporan

Setelah melakukan pembayaran/penyetoran ke Bank Mandiri,
tahap selanjutnya adalah melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal
23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara mengisi secara
benar, lengkap dan jelas SPT Masa rangkap dua yaitu lembar pertama
untuk Kantor Pelayanan Pajak dan lembar kedua untuk pemotong
pajak (lihat lampiran 13). Di dalam pelaporannya ke KPP, SPT Masa
ini dilampiri dengan :
a) Daftar bukti pemotongan
b) Bukti pemotongan lembar kedua
c) SSP lembar ketiga

Jika lembar tersebut di atas dinyatakan lengkap, maka pihak
KPP Jember akan memberikan bukti penerimaan surat (contoh
terlampir). Kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember
yang dilakukan oleh staf pengadaan barang bagian perpajakan
dilaporkan ke KPP Jember selambat-lambatnya tanggal 20 bulan
takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal
jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur maka pelaporan
dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Setiap keterlambatan
dalam melaporkan SPT Masa ke KPP akan dikenakan denda
Rp. 50.000/bulan. Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan Pajak
Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer di PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember secara skematis

dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 2. Skema Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
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(1) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengadakan perjanjian

sewa dengan Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan

Jember, Kopkar Kartanegara menyerahkan komputer

dan

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menggunakan komputer.

(2) Kopkar Kartanegara dipotoh PPh pasal 23 secara langsung oleh
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan

Jember.

(3) PPh pasal 23 disetor/dibayar ke Bank Mandiri.
(4) Pelaporan SPT Masa ke KPP Jember
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3.1.4 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Komputer di
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan
Jember

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994
sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dan
sesuai dengan KEP. 170/PJ/2001 tanggal 28 Maret 2002 bahwa tarif PPh
pasal 23 atas sewa komputer adalah :

PPh Pasal 23 = 15% x 40% x Penghasilan Bruto

Contoh penghitungan :

Pada bulan Agustus tahun 2004 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Kebun Ajong Gayasan Jember menyewa komputer kepada Kopkar
Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember sebesar Rp. 2.000.000/

bulan.
Penghitungan PPh pasal 23 :
Harga sewa : Rp. 2.000.000
PPh pasal 23 : 15% x 40% x Rp. 2.000.000
: Rp. 120.000

Jadi PPh pasal 23 yang harus disetor oleh PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) ke Bank Mandiri adalah Rp. 120.000. Adapun jumlahnya

sebagai berikut :

Tabel 4. Jurnal Kas dan Utang PPh Pasal 23

Keterangan Debet Kredit

Utang PPh pasal 23 Rp. 120.000
Kas Rp. 120.000
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Pelaksanaan pembayaran dan penyetoran PPh pasal 23 atas sewa
komputer yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Kebun Ajong Gayasan Jember berdasarkan perjanjian kerjasama dengan
Kopkar Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember selama Masa
Juli 2004 sampai dengan September 2004 :

Tabel 5. Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas
Sewa Komputer di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Jumiah PPh pasal 23
Masa Penghasilan (15%x40%xPengh. s »
o Brito Penyetoran | Pelaporan
Juli Rp. 2.000.000 Rp. 120.000 07-02-2004 | 10-09-2004
Agustus Rp. 2.000.000 Rp. 120.000 02-03-2004 | 04-10-2004
September | Rp. 2.000.000 Rp. 120.000 29-03-2004 | 09-11-2004

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

3.1.5 Tata Cara Pembayaran Atas Sewa Komputer ke Kopkar
Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember
Tata cara pembayaran atas sewa komputer dilakukan sesuai
dengan surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh PT.
Perkebunan Nusantara X (Persero) dan Kopkar Kartanegara CBU (lihat
lampiran 7). Pembayaran atas sewa komputer tersebut dilakukan secara
langsung oleh karyawan bagian akuntansi PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) kepada Kopkar Kartanegara CBU yang pembayarannya sudah
dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Setelah pembayaran selesai maka
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) akan menerima bukti pembayaran
berupa kwitansi yang diberi materai senilai Rp. 6000 oleh pihak Kopkar
Kartanegara CBU (lihat lampiran 8). Pembayaran atas sewa komputer
yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selambat-

lambatnya tanggal 20 setiap bulannya.
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3.2 Penilaian Terhadap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong

Gayasan Jember Dalam Melaksanakan Kegiatan Perpajakan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama satu
bulan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember
yang bergerak di bidang pengolahan tembakau melaksanakan kewajiban
perpajakan salah satunya yaitu memotong Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa
komputer. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember diberi wewenang untuk menghitung,
memotong, menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang dipotong dan
disetor ke Kantor Pelayanan Pajak Jember. PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) melaksanakan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 yang
dipotong/dipungut dari Kopkar Kartanegara CBU dengan menggunakan SSP
melalui Bank Mandiri cabang Jember. Pembayaran dilakukan selambat-
lambatnya tanggal 10. Pelaporan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan
takwim berikutnya, di dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan PPh pasal
23 di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selalu tepat waktu dan tidak pernah
terlambat, sehingga tidak pernah terkena sanksi administrasi berupa denda
sebesar 2% maupun denda sebesar Rp. 50.000.

Berdasarkan data-data dan keterangan yang diperoleh ternyata
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) telah melaksanakan kewajiban
perpajakannya meliputi perhitungan, pembayaran dan pelaporan secara rutin
sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Diharapkan di masa
yang akan datang PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dapat tetap
mempertahankan kinerjanya. Pembayaran PPh pasal 23 tersebut, maka negara
akan memperoleh pendapatan karena pajak merupakan sumber penerimaan
negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
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IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat ditarik kesimpulan bahwa

a. Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X
(Persero) khususnya PPh pasal 23 atas sewa komputer sudah berjalan dengan
baik dan tertib sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dan sesuai
dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep-170/PJ/2002 tanggal 28
Maret 2002;

b. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pemungutan menggunakan Self
Assessment System yaitu menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajaknya
yang terutang;

c. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di dalam melakukan pembayaran dan
pelaporan selalu tepat waktu sehingga tidak pernah dikenakan sanksi
administrasi.

4.2 Saran

' Peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan dan
| perkembangan sesuai dengan keadaan yang bertujuan untuk memberikan
i keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, maka perlu bagi PT. Perkebunan
l Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember khususnya karyawan yang

menangai masalah perpajakan untuk mengikuti pelatihan/penyuluhan tentang
. perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak agar prestasi yang
; sudah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Dengan terselesaikannya laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini,
penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember di bagian
pengadaan barang yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam
menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi
penulis sendiri maupun para pembaca.
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIIx

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121
E-mail : fisip.unej@telkom.net Telp, (0331) 332736

IR T g A TG

oAl

Nomor v 1eS VAP SIN0e : Jember, 16 Agustus 2004
Lampiran ; - '
Perinal : Permohonan Tempat Magany

Nepada Yth : Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X
. (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember
- J. Ajung Jember
: di [
Jember

Dengan hormat,

“Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program
Studi D-IIl Perpajakan Jurusan [Imu Administrasi Fakultas [lmu Sosial
dan [Imu Polinik °Univcrsitas Jember, maka sctiap mahasiswa yang telah
menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan untuk mengikuii kegiatan
magang,

Schubungan dengan hal tersebut kami - mengharap  kesediaan  Bapak
memberikan I<c:cmpznun kematan  magang  mahasiswa  pada I
Perkebunan Nusantara X Ajung Jember. Adapun nama mahasiswa yang

akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut : g

NGO Pl T .
L, | Dwi Ariyanto ' Gl-1117 i
i 2. | Erwin Satnyo. R, 0l -1099 i

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami

ucapkan terima kasih.

Kgus Budihardjo, MA
NIP 130 879 634
Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Prograin Studi D-11I Perpajakan FISIP. UNEJ

2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.

28
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Lampiran 2

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KEBUN AJONG GAYASAN

JL. MH Thamrin 143

Jember 68171
Dosa Ajong Kec. Ajong face . 2 (0331) QAN IAD Banker :
Kab. Jember Phone : (0331) 321501, 331058 PT. BANK MANDIRI (PERSERQ) JEMBER
I:._—_. -¢
Nomor . IC-RUPA2/04.085 Ajong, 23 Agustus 2004
Lampiran : - .
Hal . Permohonan Tempat Magang
0
Kepada Yth,

UNIVERSITAS JEMBER ‘
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan - Kampus Tegalboto
JEMBER

Menunjuk surat Saudara No. 2811/J25.1.2/PP.8/20Q04 Tanggal 16 Agustus 2004
hal pada pokok, dengan Inl diberitanukan bahwa Kaml dapat
menyetujul/memberikan  Ijin kepada Mahaslswa saudara untuk melaksanakan
Praktek Kerja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan
tanggal 1 September s/d 31 September 2004 kepe:da sbb :

No, Nama Ma'haslswa No. Induk Mhs - Jurusan
1. DWIARIYANTO B~ 1911 Perpajakan
2. ERWINSATRIYO 01-1099 Perpajakan

Demikian, untuk menjadikan maklum.-

PT PERKEBJNAN NUSANTARA X (PERSEROQO)
: KEBUN AJONG GAYASAN

A

\\\ Admint stratur

S ol 8. -
: L uér:—-?-**_—- o o—y ‘\.\-—’/

i JLSUGIANTO
NIK.1062038706015

Tindasan :
o SDM, Umum Ajong Gayasan
o Ka.Sie Pengadaan
0 Arsip

Chljin Prakiek/HD.S/67
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Lampiran 4

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143

Jember 68171
Desa Ajong Kec Ajong Fac. : (0331) 335145 Banker :
Kab. Jember Phone : (0331) 321501. 331058 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

SURAT KETERANGAN
Nomer : 023/SUKET/KCL/IX/2004

Sesuai dengan surat PT Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Ajong

i

- Gayasan Nomor IC-RUPA2/04.085 tanggal 23 Agustus 2004 dengan ini

menerangkan bahwa

Nama - ERWIN SATRIYO

NI M . 01-1088

Program Studi . R~ Perpajakan/iimu Administrasi
Perguruan Tinggi . UNIVERSITAS JEMBER

Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

3

elah melaksanakan Kegiatan Magang di PT. Perkebunan Nusantara X

(Persero ) Kebun Ajong Gayasan Tanggal 6 September - 6 Oktober 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapatnya dipergunakan

sebagaimana mestinya.

. Ajong, 30 September 2004
QBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
&

KEH KEBUN AJONG GAYASAN
AN o

[[X" 3]
ke, oG

‘f,‘,. Nidag Geyesan
ILSUGIANTO
Administratur

-~

h.hd s/ISUKE
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Lampiran 5

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143
Jember 68171

Desa Ajong Kec Ajong
Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145 Banker :
‘Phone : (0331) 321501, 331058 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

DAFTAR HADIR
Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Nama : Erwin Satriyo Rinekso
NIM. : 010903101099
No. Hari / Tanggal Tanda Tangan
1 {Senin | 6 September 2004 |1 @\
2 |Selasa , 7 September 2004 @/' 2 @ﬁ‘{‘l
3 |Rabu .8 September 2004 13 /énm “
4 [Kamis |, 9 September 2004 A
2 |Jumat | 10 September 2004 |5 ﬁ
6 |Sabtu | 11 September 2004 /ﬂ?
7 |Senin___, 13 Seplember 2004 |7. Libur Isra Mi'roj (w\
8 |Selasa , 14 September 2004 @ﬂ
S |[Rabu |, 15 September 2004 |9 @\1
10 [Kamis |, 16 September 2004 10
11 (Jumiat | 17 September 2004 @
12 (Sabtu  , 18 September 2004 (‘X 12 %&@
13 /Senin | 20 September 2004 [13.Libur Pemilu
14 |Selasa , 21 Septernber 2004 14 @
15 Rabu |, 22 September 2004 [15 @W&
16 [Kamis |, 23 September 2004 7 16 @\
17 [Jumat | 24 September 2004 |17 * \q '
18 [Sabtu | 25 September 2004 @5 18 Q\&
19 (Senin |, 27 September 2004 (19 @
20 |Selasa , 28 September 2004 v 20 /
21 |Rabu , 29 September 2004 (21 @Q @5
22 (Kamis |, 30 September 2004 > 22 ;
23 [Jum'at , 1 Oktober 2004 |23 @ﬁ
24 | Sabtu .2 Oktober 2004 @V;]\ 24 @\\
25 | Senin , 4 Oktober 2004 (25 @«5&\ » :
26 Selasa 5 Oktober 2004 26 6\:»?{ |
27 |Rabu , 6 Oktober 2004 |27 Q\&
Mengetahui,
i aMwansi Kasiey Pengadaan Barang
v
MSUL HADI : iUBUR
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Lampiran 7
PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOMPUTER
Nomor : 00 1/KONTR/KOMP/04

Pada hari ini, Selasa 19 Januari 2004, bertem

pat di Jember, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Muryono + Seksi  Usaha Koperasi Karyawan Kartanegara PT.
Perkebunan Nusantara X (Persero) CBU Kebun Ajong
Gayasan, bertindak untuk dan atas nama Koperasi
Karyawan Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember,

beralamat di Ajong Jember sclanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. Ir. Sugianto Administratur PTPN 10 (Persero) dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Kebun Ajong Gayasan PT.

Perkebunan Nusantara X (Persero) selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk mengikat diri dalam perjanjian
Seéwa menyewa Komputer dengan ketentuan sebagai berikut : ‘

PASAL 1
Pihak Kesat' menyewalkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju menyewa
dari Pihak Kisatu seperangkat Komputer untuk dipergunakan di lingkungan Kebun

Ajong Gayasan sebanyak 8 unit dengan sewa perbulan Rp. 250.000,-/unit
termasuk pajalc

PASAL 1I
Biaya perawatan dan perbaikan Komputer tersebut menjadi beban Pihak Kedua.

PASAL I1I

u terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 sampai
sa diperpanjang lagi sesuai kesepakatan masing-

Perjanjian sewa menyewa ini berlak

dengan 31 Desembet 2004, dan bj

masing pihak. B
PASAL 1V

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah
- wihak sepakat akan diselesailkan secara musyawarah.

PASAL V

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama. ‘

Pi c AL ‘a’-gﬂdil’q.\."h\ . {
L5 ildk Kesatu P essIAY /\/:\ Pihak Kedua 1
: N L W, "“s\\/d-, /

Irr SUGIANTO

42
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (
KANTOR WILAYAH | DT N 1 kT Y 1 8 S O I /
KANTOR PELAYANAN PAJAK ST TR

Facsimile :

C e O

ehid ¢y el el

Pajak :

DIP-3.16

- 96

Nomor ghildlh | § v Hadic T R i Sl G0 e T2

BUKTI PENERIMAAN SURAT

) T 1 BN
| » RIS N.P.W.P
el No. P.K.P
Ms/Thn Pajak : ETREE
RN S S R, T

LR, O3=-09-ZBO0AR/

Petugas penerirﬁa,“ 'i

NIP :

43
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Lampiran 9 -

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA oot s naA ok
DIREKTORAT JEN DERAL PAJAK Lembar ke-3 untuk : Pemolong Pajak
KANTOR PELAYANAN PAJAK

n -

;
......................... - 1000 1 TSI g )l

B gl LU g s e

Nam Wajib Pyl SOk KA ANECARA OBU KEBUN AJONG GAYASAN

Alamat ' U'-JOI‘ber

Y Jenis
No st
\ Penghasilan

1 . 4e)
Dividen
Bunga *)

Bunga/Diskonto Obligasi
Royalti

Hadiah dun penghargaan
Sewa dan penghasilan lain
schubungan dengan
penggunaan harta **)

i Jasa Teknik, Jasa
Konstruksi, Jusa
Manajemen dan Jasa
Konsultan kecuali

LA L e

Konsultan konstruksj LR N R O R % AR LI ..o corcsmsiocssosos st
8 Jasa fain ex SK Dirjen Pajak

No. KEP30S/PJ/2001: :

N i LR e IR, e sinsoiibressaiobtis 1 % BT BBl oiiscvnsne s il seessenibte o

b, .\ (e P Ao BRE: 111000s B e s veiiks, | © AR % % LEReaa... ... i SOREC S

.......................................

A I s Sisvsnivines Mimenoi ] L duad IR % T 0 TS
.. O)

JUML AL Rp. ....... 120,000

Terbilang ; —“‘*""\‘PUI’UHREURUPIAH s 00

—

.Jember 29....Azustus 2004
Perhatian : _
L Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Pemotong Pajak, (5)
yang dipotong di atas merupakan
Angsuran atas Pujak Penghasilan ;
yang terutang untuk tahun pajak e A -
yang bersangkutan, Simpanlah bukti e IQI 1] LOI 6I 1]- [1 I3 IO |'I9—l-l 6I 2' 6I .lolol 41
pemotongan ini baik-baik untuk ¢ PTP NUSANTARA X (PERSERO) KEB , AJONG
diperhitungkan sebagai kredit pajak OIRA. 2 gt et WSS 4 Febatini s
dalam Surat Pemberitahuan (SPT) G)*YAS/‘W
Tahunan PP, ’
2. Bukti Pemotonvan inj dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan
benar,

Tanda tangan, nama dan cap QL

*)  Hidak deravisn vpcian yang dibayarkan oleh koperasi,
e ) Kecuali sew: bangiinan,

* Apcinla kurange o i duist sendir

! = TR .\_/
Ir. SUGIANTO
............. pres e o S MY

F.1.1.33.06
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Lampiran 10
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

’
|
i
........................ bulan o ggustug e tahun 2004 ------- adalah sebesar Rp. ..1.20.00@,..‘........
(. == Seratus. -duapululr-ribw.- Rupia. ._h, ......................................................................... )
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :
y A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :
: PPh yang dipoton,
Uraian Jumlah Penghasilan Bruto Tarif (Tarif x })”en:hasfloan Bgruto)
(1) (2) (3) , )
1. Bunga ¥) | e S s vk . |15% B < vk iidivnns
2. Dividen . R ) e 15% e TR S
3. Royalti Rp..... R/ W R e gt 15% S N RSN
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan
; dengan penggunaan harta R .. 0 e oiam s+ 15% e Yy N
5. Imbalan Jasa R R o\ el rivinn S B
S eWa Komputerr e Rp 2000000 15%x.. Rp - 220-4000--......
.............................................. RP: ... ocense ittt RIS . % SRR R,
6. Hadiah dan penghargaan RPN ieviiienimi el Pl S Legis ., R
X JUMLAH Rp. ....120,000......
" E. PPh Pasal 26 yung telah dipotong : i :
7 g " 18 PPh yang dipoton
Urtaian Jumlah Penghasilan B ufo Tarif**) (Tarif x I)’lenghasli)loan Bgruto)
WHORD oy NegRY @) 3) @
- . Buuyga | T NP R R 20% e SRR S
2. Dividen o RN R 20% R i ar i
3. Royalti B . oontn e er all 20% SR N
4. Sewa dan Fenghasilan lain sehubungan :
dengan penveunzan harta | VORI 0% s SR R O
S. Imbalan Jasa BB o biliona v+ o <4 o v e et G T R N N
hihs (B R bt Bl Epnioldiel o JBNETRONw Cy,  TEEL L TR AN
i NN L R B . TR R e
6. Hadiah dan peapiargaan RP) v pvisenss doisinpis R 201% B R
7. Penjualan haria di Indonesia TR e 20 BT i s eiavesin
8. Premi asuransi/réasuransi RY: oooonnsis. adt i SRR ...
9. Peughasilan Kena Pajak BUT ¢ R 20% | R S
J U .\i LA }i Rp . A AL R R YY)
C. Lampiian :
I. Daitar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
! 2. Lembdar ke-2 Surat Setoran Pajak ?
4 3. Lembar ke-2 Bukii Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak .....3,....(.........8..& R % i ) lembar
~

D. Pernyataan : .
Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengk.. dan tidak bersyarat.
*) Termasuk bunga koperasi

**) Daiam hal erdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikai

DISI O1.EH KPP o dember s e 2---8eritembex- 20..04

Pemotongan I} ak

Mtechna tanpaal, .l 7.0 MR Nama . ?@N\BANTARAIAPEIBERO)
/] . KEBUN AJONG GAYASAN
Jetugas, ) .?,X.130.9.626.'004
F20c's tangan, nama dan cap b .‘..u.:‘?\(.‘l.bhm..i.‘_.?" Adung
enbex
da tangan, nama (ua cap
IR e

KP.PPh | 9ISPT- 201

vvvvvvv ™ 1foov-

ACTRNETaWr -

45
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Lampiran 11

DEPARTEMEN KEUANGANR.I | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK '

KANTOR PELAYANAN PAJAK (S SP) Untuk Arsip WP

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Newe | || |ofch [.|alsb |.|s]. |6l & |.|do]sl

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wujib Pajak yang dimiliki

NAMAWP : ..t RS, L (RERSIRO), KEBUN AJONG GAYASAN
RLAMAT .5 . veiclin DRATIn G AT RN b R Aa
EAP/K()dc Jenis Pajuk  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
| , .EEN.FP8.23 2atas Sewa Kemputer. . . ...
[d=lke |01 oo (RN
Masa Pajak Tahun

2408

Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul Ags | Sep | Okt | Nop | Des 4'

—

Beri tanda silang pada salah saru kolom
p¢

bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan 2! l ] I ’/L ~ l l/Ll ]/l l I/I l J

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang : .. SERATUS. DUARPULUH, RIBU..RUPIAH

Diisi dengan rupiah penuh

oooooooooooooooo

..

Diterima oleh Kantor Pengrima Pembayaran
T, 5 . q 17y ~
TOngEm \......cded lobos o a4 ws ,]U‘

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor 4“
JRREX..........., tg

Cap dan tanda tangan
'

Nama Jelas :

tuang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

.

i sesuai buku petunjuk pengisian

2.0.32.01
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Lampiran 12

DEPARTEMEN KEUANGCAN REPUBLIK lN})DNlESlA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN[NREKTURJENDERALPALU(
NOMOR: KEP- 170 /1]/2002

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN I"ENG.I-IA.SILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
UNDANC-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983,

TENTANG PAJAK PENGIHASILAN
SEBAGAIMANA TELAI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

% DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbans ¢ a, bahwa sesuai dergran ketentuan Pasal 24 ayat 2) Unclanp- =
g \ & /

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajalk ‘Penghasilan

sebagaimana telah diubal terakhir dehgan,Undang~gndang.,
Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnys perkiraan

penghasilan  neto  agas penghasilan  dari  sewa dan
penghasilan Jain sehubungan dengan peaggunaan harta

serta * imbalan sehubungan dengan jasg teknik, jasa .
- Manajemen, jasa konstruksi, jasa konsulfan, dan jasa lain

selain- yang (elal dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
ditetapkan oleh Direktyy Jenderal Pajak;

b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Noimor 29 Tahun 1996
telah diatur ketentuan Mengenai ‘Pajak Penghasilan atas
Penghasilan darj Persewaan Tanah dan atay Bangunan;

¢. bahwa dengan Peratiran, Pemerintah Nomor 140 Tahun
2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penphasilan atas
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi: |

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diqinksu(l
dalam huruf a, b, dan ¢ perlu menewapkan kembalj
Keputusan Direktur Jenderal Pajai tentang: Jenis Jasa Lain
dan Perkirpan Penghasilan Nelo sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ Undang-Und:mg.Nomor 7
Tahun 1983 lentang Pajak Penghasilar scbagaimana (elah
diubah terakhir cdengan Undang-Unclang Nomor 17 Tahun
2000; b

Mengingat ..,

Perub Xep-305700¢i Na-70/¢ R 47 ‘Y )/

W W W W W e v e -

"
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Mengingat . 1. Undang-undang Nontor 7 Tahun 19383 - tentang  Pajak
: Penghasilan (Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun

1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik

[Indonesia Nomor 3263) scbagaimana telah ciubah terakhir

dengari Undang-Undang Nomor 17 ‘Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3985);

2. Peraturan Pemecrintah Nomor 29 Tahun. 1996 tentang, Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan
atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara .
Republik Indonesia Nomor 3636);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
(embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
255; Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor 4057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PFAJAK TENTANG
JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C UNDANG-UNDANG ‘NOMOR 7 TAFUN 1983
TENTANG PAJAK PENGFASILAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH  TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2000,

Pasal 1

(1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah
imbalan  bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa
catering  adalah  jumlah imbalan yang dibayarkan
seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan
material/barangnya. A

(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa
lain selain jasa konstruksi dan jasa catering aclalah jumlah
imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya
saja, kecuali apabila dalam kontrak/ perjanjian tidak dapat -
dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang
akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Fashld ...

Ferub Kep-305/6udl 12a-70/C )
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*Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain schubungan

dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong :
Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari

perkiraan penghasilan peto adalaly:

a. sewa dan penghasilan lain schubungan dengan pengpunaan
harta, keeuali sewa  dan penghasilan ain” sehubungan
dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah
dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;

AR

b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, josa manajemen,
jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ Uncdang
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PFajak Penghasilan ¥
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah
dipotong PPh Pasal 21. '

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa can
penghasilan Tain  schubungan  denpan penggunaan  harta,
kecuali sewa dan  penghasilan  lain schubungan dengan -
persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan
Pajak Penghasilan yang bersifat {inal berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini.

Pasal 4

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknilk,
jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain .
yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksuc dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhiv dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000 aclalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1]

« Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

- Pasal §

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajalk
ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-
305/P]/2001 tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Passl6 ...

Perub Kep-305/0udl Na2.70/¢
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Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini nmtiar “berlaku pada

tanggal 1 Mei 2002
Agar setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan

pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini-dengan &
penempatannya dalam Berita Negara Repullik Indonesia,

Ditetapkan di : Jakarta
pada l'angga] - 23 Maret 2002

EKTUR JENDERAL, -

14D POERNOMO
#NIP. 060027575

Perub Kep-303/0udl No-70/¢ d
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

" NOMOR

PERKIRAAN PENGI ASILAN NETO

: KEP-170/p] /2002
TANCGCAL : 28 Maret

002

ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
' KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAT

-

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

— - —

NO. JENIS PENGHASILAN
1. |sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta khusus kendaraan angkutan
‘darat

{ PERKIRAAN
PENGHASILAN -
NETO

o — —

20%

~dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN

2. | sewa dan penghasilan lain schubungan dengan
Anp ; & g
penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan
lain sehubungan dengan persewaan tanah dan alau
bangunan yang telah dikenakan Pajak Pen hasilan
& Yang J g
yang bersifat final berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan
penghasilan lair sehubungan dengan penggunaan
harta khusus kendaraan angkutan daral

40% . _
dari jumlah bruto
liddak termasulk PPN

Perub Yep-305/0udl Na-70/¢
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LAMPIRAN 11

KEPuUT USAN DIREKT! RIJENDERAL PAJAK
- NOMOR tKEP-170/P) /2002

'I‘/\N(,GAL 28 Ma:et 2002

JENIS JASA LAIN DAN pr; w&mw PENGHASILAN NETC)
ATAS]ASA TEKNIK, jASA MANAJEMEN, JASA KON STRUKSI,
.« JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN
YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHAS] LAN
SEPAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 Ay A () HURUE ¢
' UND/\{\’G-UNDANG NOMOR 7 J/\HU'\J 1983 Tk NJ ANG - /\} AK
. 'PENGHASILAN
GBBAGAIMANA TELAH DIUBAM TERAKH)R [y NGAN
p UNDANG UND/\NC, NOMOI\ 17 TAHUN.2000

I’LI(KIRAAN

i NO JLNIS PrNcu,\sn AN/],\S/\ [ PENGHASIL AN
NETO
L |a Jasa profggii s . . - 50% .
b Jasga konsultan, kecunli kongutan konstruksi, dari jumlah bruto
. Iqsa aI\untm*sx dan’ p(‘mbukuan. tidak termasuk PPN
d. Jdsh pemla
e ]asa aktuaus
_§\_~...____.___ b il < 5

b. ]asd perancang/dcsam
]asa peérancang mtcuox dan jasy per apcany
7 Per;amanan'
JaSa peramang mesin dan jasa per anqang
A ,peralqhn
! ]asa perancang alat alat tnmspox tasi/
" enda; aan; :
L) ]asa pe ancang xk!an/loyo
p ]asa perqn¢ang alat kemasan
c ]asa instala31/pvn1asangan
v Insa mstalas:/pemasangan mesin,
l;strxk/telepon/axr/gas, 'AC/TV kabel,
‘lcecualx dilakukan Wajib Pajak Yang yyang
I)ngkup pekeqaannya dj bidang konsfriiksi
dan’ mempunyai izin/ ser tifikasi sebagai
penguswha konstruksi; : :
. Jasa mstaldsn/pomasanpan peralatan; ‘
d. Jasa perawatan/pemellhax aan/perbailkan: /
' Iasp petawataj/ pemeliharaan, .
perbaxkan mesin, listrik/ Lolcpon/ /
dn[_gas//\(“/ & 5 kabel

T 8 Snmsese ) cnems cwee aese S S am e e e e o) ..........—--.....-_.-.......__.‘.. B ey 2. ' L1, 8 L RSP oR L R S .imoae ....J

fari jumlah bruto

2 |a ]asa tekmk dan}asa mana}é:man: i 4()"’
I Hdak termasuk PPN

Perub rcp 303/84dl Mo 70/C I
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( . -J—asa perawatan /pemciilmrazm/ perbaikan 3
peralatan; - il

+ Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan
alat-alat transportasi/ kendaraan; '

+ Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan
bangunan, kecuali yang dilakukan olch Wajib
Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dJi
bidang konstruksi dan mempunyai
izin/sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;

e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang
Penambangan minyak dan gas bumi (migas),

._ kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.
Jasa penunjang di bidang penambangan migas.
Jasa penambangan dan jasa penunjang di bicdang
penambangan selain migas.

h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan

bandar udara.

-Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.

Jasa pengolahan/pembuangan limbah.

Jasa maklon.

Jasa rekruitmen/penyedinan tenaga kerja.
. Jasa perantara.
: Jasa di bidang perdagangan surat-surat

. berharga, kecuali yang dilakukan oleh BLJ, BES,

KSEI dan KPEL.

Jasa kustodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali

yang dilakukan KSEI dlan tidak termasuk sewa

gudang yang telah dikenakan Pih final

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 1996, :

Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.

Jasa pengisian sulih suara (clubbing) dan atau

mixing film.

| v Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi,

termasuk jasa internet. '

s. Jasa sehubungan dengan software komputer,
termasuk perawatan, pemeliharaan dan

R

£
|

o

2.0

perbaikan, - X

3 Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa 131/3 %
perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan dari jumlah bruto
bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, tidak termasuk PPN

listrik/ telepon/air/gas/ AC/TV kabel,
Sc;:;z;x]'aw-zg_jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak
yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi

%

— A .o .._—-._—___..--—.--.-—-.—.-—-....._...........J.-.-.___.___...-_—-__—-—-_-—-—-.
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a. Jasa perencapaan konstruksi, v - 26:2/3% dari jumlah.}r
b. Jasa pengawasan konstruksi. bruto tidak

_termasuk PPN

— TS e e e — —— | ¢ - — ————

a. Jasa pembasmian hama dan Jasd pembersihan. 10% *
b. Jasa Catering, dori jumlah bruto
¢. Jasa selain jasa-jasa terscbut dj atas yang v lidak termasuk PPN

pembayarannya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacral.,
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LAMPIRAN 111
KEPUTUSAN DIREKTUK JENDER A LPRIAK &
NOMOR + KEP170/ Py /2002 ;
TANGGAL : 28 Maret oo S

YANG DIMAKSUD DENGAN
JASA PENUNJANG D] BIDANG PENAMBANGAN MIGAS,
JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG
DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS,

JASA PENUNJANG D] BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA,
JASA MAKLON DAN JASA TELEKOMUNIK/\SI YANG BUKAN UNTUK UMUM

L. Yang dimaksud dengan Jasa I’cnunj:nng i bidang Pena’inbnngan Migas
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huryf ¢ Lampiran [] Keputusan jnj
adalah jasa Penunjang dj bidang Penambangan migas dan panas bumi

berupa: A

8. jasa penyemeran dasar (primary cementing), yaity Penempatan bubyy
Semen secara tepat dj antara pipa selubung dan lubang'sumur;

b. jasa penyemenan perbaikan (remedia] cementing), yaity Penempatan
bubur semen untuk Maksud-maksud -

* Penyumbatan kembalj formasi yang sudah kosong; .
* Penyumbatan kembalj zon4 yang berproduks;i ajy:

* perbaikan dayj Penyemenan dasay yang gagal;

*. Penutupan sumur;.

C. jasa pengontrolan pasiy (sand control), yaity jasa yarg menjamin
bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan
ikut  terproduksj ke dalam rangkaian Pipa  produksi dan
menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa; % TRt

d. jasa Pengasaman (matrix acidizing),  yaity Pekerjaan  untyk
Memperbesar daya tembys formasi dan menaikkan produktivitas
dengan jalan menghilangkan’ materia] Pehyumbdat yang (idak
diinginkan; . :

€ jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaary yang dilakukan
dalam hal cara Pengasaman tidak cocok, misalnya Perawatan pada
formasi yang mempunyai-daya tembys sangat kecil; it

f.  jasa nitrogen dan gulungan Pipa (nitrogen dan coj| tubing), yaitu jasa
yang dikerjakan untyk menghilangkan cajran buatan yang berada-
dalam sumur bary yang telah- selesaj, sehingga aliran yang terjadi
sesuai dengn tekanan ag)j formasi dan kemudian menjadi besar

- sebagai akibat dar; gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam
cairan buatan dalam sumur; : A '

g  jasa uji kandur_lg lapisan (drill stem testing), penyelesajan sementara
suatu sumur bary agar dapat mengevaluasj kemampuau berproduksi;

h. jasa reparasi Pompa reda (reda repair); :

i jasa Pémasangan instalasi dan perawatan;

Jo jasa penggantian peralatan/material; .

k. jasamud logging, yaitu memasukkan lumpur ke calam sumur;

. jasamud engineering;

m. jasa well logging & perforating;

n.  jasa stimulasi dan secondary decovery;

Pevubh Xen ANOA /Dl .10/
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0. jasa well testing & wire line scrvice;

p. jasaalat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
Q. jasa pemeliharaan untuk pekerjpan drilling;

r.  jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;

. jasalainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.

Yang dimaksud dengan Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang

Penambangan Selain Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g

Lampiran' 1l Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa

penunjang di bidang pertambangan umum berupa :

a. jasa pengeboran;

b.  jasa penebasan;

¢. jasa pengupasan cdan pengeboran;

d. jasa penambangan;

. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkuton umun;

f.. jasa pengolahan bahon palian;

g. jasa reklamasi tambang;

h.  jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan
penggalian/ pemindahan tanah ;

i jasalainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum,

Yang cdimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan
Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II
Keputusan ini adalah jasa penunjang di bicdang penerbangan dan bandar
udara berupa : : i
a.  Bidang Aecronautika, termasulk:
» Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan
Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; '

+ Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Briclge);

+ Jasa Pelayanan Penerbangan; .

» Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan selurub atau sebagian

“dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang
cdiangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkal maupun
yang datang, selama pesawat udara di clarat; '

+ Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika.

b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk:

+ Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dar minuman serta

pembersihan pantry pesawat; :

+ Jasa penunjang lainnya di biclang non-aeronautika. 3
Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dirnaksud pacdia angka 2
huruf k Lampiran 11 Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam
rangka proses penyelesaian  suaiu barazig tertentu  yang  proses
pengerjaannya clilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan),
sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan alau
bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau
seluruhnya cisecliakan oleh pengguna jasa, can kepemilikan atas barang
jadi berada pada Rengguna jasa. :

Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunileasi Yang Bukan Untuk Unium
sebagaimana dimaksud pada angka 2 hurui p Lampiran [l Keputusan

ini adalahh semua kegiatan  penvediaan  dan  atau pelayanan | jasa

b2
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telekomunikasi yang sifat, bentuk, "peruntukan dan pengoperasiannya
terbatas hanya untuk kalangan tertentuy saja, dalam arti (iclak dapat
melayani/digunakan secara bebas oleh umu m, lermasuk:

Jasa komunlkas! satelit (VSAT);

Jasa interkoneksi:

Sirkit Langganan;

Sambungan Data Langsung;

Sambungan Komunikasi Data Paket:
Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.

e LN, R
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